BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

FEMBENTUKAN FORUM /DEWAN PENASEHAT KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Menmim bnng

Mengingat

(]

DI KABUPATEN DAIRI

BUPATTDAIRI,

bahwa untuk mewujudkan ketenternman, ketertiban dan perlindungan masyarakai
perlu dilakukan upays-upaya kewaspadaan di-i oleh masyarakat:

buhwa untuk I b himaksud  hurul’ o maka perlu ditetapkar
Peratursn  Bupat Dain tenung  Pembenukun  Forund  Dewan  Pennselu
K padaan Dy Masyarakar di Kabug Dan

Undang-Undang Nomor [5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daeral
Tingkat Il Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 g Ong K varakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3298)

Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepohsisn Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41681

Undang-Undang Nomor 3 Talun 2002 tentang  Fertahanan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 4169)

Undang-Undang Norior 16 Tahun 2004 g Keal Republik Ind
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401 ):

Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenmtabian Daecal (Lembaru
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telsh diubah dengan Undang-Undang
Nomor § Tahun 1005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah menjudi Undang-Undang (Lembarun
Negarn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nepary
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ),

Pernturan Peneriniah Nomor 6 Tabun 1988 1 g Koordinasi Keg Inst
Vertikal di Dacrah (|.eml Negara Kepublik Ind Tuhun 1988 Nomor 10
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373),

Peraturan Pemenniah Numor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah da

K e ey . Dacmh Owinom (Lembann Negam Republit
Indonesta Tahun 2000 Nomor S, Tambahan Lembaran Negurn Nomwr f052),
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10, P n  Dacrall Kabup Dain Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Orgonisasi dan Tawn Kerja Sckretariat Daerah, Selretenat DPRD, Kecamatan dan
Kelurghan ( Lembaran Doerah Tahun 2004 Nomor 04. Tumbahan Lembaran Daerah
Nomor 96 ).

Mamperhatikan ¢ Peraturan Menten Dalwn Negen Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan D

Masyarakal Di Daeraly

MEMUTUSKAN

Menetapkan  © PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN FOI.UM/

DEWAN PENASEHAT KEWASFALAAN DINI MASYARAKAT DI
KABUPATEN DAIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denpan

L P

acenh adalah Kabupaten Duiri;

Gubemur adalah Gubernur Sumatera Ulara;

Bupar sdalah Bupati Dain;

Wakii Bupat adalch Wakil Bupati Dain;

Pemenntah Dacrah adalah Pemeriniah Dacrah Kabupaten Dairi,

keputy Kepolisian Resor adalah Kepolisian Resor Dairi:

Komandan Komando Distrik Militer adalah Komandan Komando Distrik Milier Din,

Kepals Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Sidikalang,

Sckretaris Duernh adalah Sck s Dacrah Kabuy Dain;

lHadon atau Lembagn Kesalwan Bangsa adalah Pejobar yang membidang! tupas dan fungsi Kesatuan
Hangsar,

Kewaspadaan Dim Masyarakat adaluh kondisi kepekaan, kesiagnan dan antisipasi masyarakat dalmn
menghadapi potensi dan indikasi timbulnys bencana, baik bencana perang, bencana alem, maupun bencana
karenn ulah manusia;

Forum Kewnspudann Dini Masyarakal yang selnguinyin disinghat FRDM adulalh wadah bugr elemen
misyarakat yang dibentuk dalam rangks menjaga dan memcliharn kewaspadaan dini masyarakal;

lencana adalsh penistiwa atou rangkomn penstiwa yang discbabkan oleh puerang, alam, wlah manusi

kerugian harta benda, kerusakan lingkung kan sarana-f dan fasilitas umum, sena
menimbulkan gangguan terhadap mu kehidupan dan penghidupan masyarakat,
O i K yarakatan yang scl va discbut Ormas adalah organisasi non pemerintall bervisi

ketimpsoan yang dibentuk oleh warga tll.‘g.l'ﬂl Republik indonesia secury sukoreln, berbadan hukum dun
telah terdaflar serta bukan organisasi sayap partar politik,

Sutusn Perlindungan Masyarakal yang sclanjuinya disingkat Satlinmas adalali bentuk pengongwnsasian
masyarskat  yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetah dan | pilan di bidang
perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atay pemenintah dserai:

li Masyarakat yang sclanjutnyus discbut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan
kemitraan yang scjajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan 1a sehiap permasalahan
sosinl yang mengancam dan ketertihan sertn ketenternman kehidupan masyarakut seiempat
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BAal n
PENYELENGUGARAAN KEWASPADAAN DINIMASYARANAT

Pasal 2
Penyzlenggaraan Kewaspadaan dini yarakat di Kabup Dain yadi tanggung jawab dan diiaksanakan
ol masyienkat, yang difnsihitasi doan dibina oech Pemenntal Kabupaten Dain

Pasal 3
Fastbanasa i pembnmn kewaspacinn dun masyiomkan sehagamum dunksud dalam Beal 2 mengd fagas dan
kewaytban Bupati Dain

Pasal 4

(2)

t

Tugus dun kewasjiban Bupot Dain sebugamans dimaksud dalarn Pasal 3 melipun
& Membina dan memeclihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan mesysrahat dalam menghadap:

kemungkinan terjndinys | Iik | | (= bencann alam maupun bencans ulah manusia
di Kobupaten Dain,

b Mengkoordinasikan Camat dalam penyelengparaan kewaspadaan dini masyarakat, dan

¢ Mengh linnsikan  kegi vertikai di Kabupaten  Dain dalsn penyelengparaan

kewaspadaan dini musyarakat;

Prluksanaan wgas dan kewajiban schagmmana dimaksud pada ayat (1) hurulb, dan huruf ¢ didelegasikan
kepada Wakil Bupan Dain,

Pasal 5
Penyelenggaran kewaspadann dini masyarakat ci wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat

at di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepads Kepala

Penyelenggaraan ke jnan dim y
Deca/Lurah yang dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 6
Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi
1 Mnnbtnu dan memelihara ketenteraman, keteriban dan perlindungan masyarakat dalam menghadap

glanan terjadinya b baik bencana perang. bencana alam pun b ulah
di Kecamntan,
b Mengkoordinasikan kepals Desa/ Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadsan dini masyarakat,

¢ Mengkoordinasikan kegistan instnnsi di tingkal Kecamatan dalam penyelenggarean kewaspadaan dini
masyarakat, dan

d  Mengkoordinasikan tokch masyarskat, tokoh adat, 1okoh agama, tokoh p i, anggota Satl
anggota Polmas dan clemen masyarakar lainnya delam keg'atan dlb)d&lll. ketent=raman, Lelertlbnn
dan perlindungan masyarako! dengan memingkaikan kewaspadasan dim masyarakat di wilayoh
Kecarnatan.

Tupas dan kewajiban Kepala Desa/ Lurah sebagaimans dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputt
4 Mcembina dan memclihara kelen k ibun dan perlindungan masyaakat dalam menghadap
) L terjadinya b buik bencana perang, b alam karena ulah manusia

di Dc:w:r' Kelurahan; dan.

s Mengkoordinasikan tokoh masyurakal. tokoh odat, 1okoh agama l.ulmh 1 tn;,gol.l Sathinmas
anggota Polmas dan elemen masyarakat Irnnnyil dalam ke dang | nan, ketertiban
dan periindungan yarnkat deng katkan  kewaspadaan dini musynuknl di Desw
Kelurahan

BAB 11l
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Pasal 7

FKDM dibentuk di Kebupaten Dairi, Kecamatan se Kabupaten Dain, dan Desa/ Kelurahan se- Kabupaten
Dairi.
Pembentukan FRDM schagnimann dimaksod podi ayan (1) diinkukan oleh masyarnkat dan dilasilis

ulch Pemenintah Daerah Kabupaien Dain.
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(3)

()]
(2)

(3)

(n

(2)
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4]

{2)

().

FKDM sebagaimana dimeksud pads ayat (1) memiliki hubingan yang bersifat konsultatif
Pasal 8

Keanggotaan FKDM Kabupaten Dairi terdini atas wakil-wakil ormas, perguruen tinggi lembaga
pendidilcan 'ain, tokch adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elamen masyarakat lninye.

Keanggotaan FKDM Kecamatan terdin stas w;!ut‘wnhl ormas, lembega pendidikan, tokoh yarakat
tokoh adat, tokoh pemuda, dan elcmen, masyarakat lainny
Keanggotazn FKMD Desa/ Kelurahan terdini atas wakil-wakil ommaes, pemuka-pemuka masyaraket dan
pemuda, anggota Sutlinmas dan anggota Polmes serta clemen masyankat lainnye

Pasal 9
FK.DM K.lhpml)umsd:qnmdmnksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas ;
o Mmjaﬂn{_ pung. ghkoordinasik dan mengkomunikasikan data dan informasi dari
ge kmanl.n geiala atny peristiwe bencana dalam  rangks upaye

pcnccgahn den pt.nlnml.llsm secar dini; dan

b Memberikan rck dasi sct imbangnn bagi Bupati Dari mengenai kebijnkan yang
berkaian dengan kewaspadaan dini muym

FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mem, inyai wgas

a Muumn; menampung, n-mgkonrd:ms;hn dan mengkomunikesikan data dan informasi dan

keamasian, gejala atau peristiwe bencana dalam rangka upaya
pcm.zgahm dan m:lnynuyh secarn dini.

b Memberikan rckomendasi schogai bahan perimbongan bagi Camat mengenal kebijnkan yang
berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarukat.

FKDM Desa/ Kelurahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunya tugas

1Y MenJmng_ menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan  informasi dani
polensi keamanan, gejala atau peristiwa bencans dull.m rangka upaya
pcnceglhm dan pmuggulmgmny: secara dini; dan
i Memberikan rekomendasi schagai bahon pertimbingin bagi Kepolo Desylurmh dalnm
penyclenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal i0

Dalam rangka pembinasn FKDM dibentuk Dewan Penaschat Forem Kewaspadaan Dini Musyarakat i
Kabupeten Daini, di Kecamatan se- Knbupaten Dain, di Desa/Kelurahan se- Kabupaten Dain.

Dewan Penaschat FKDM sebagnimana dimaksud pada ayat (1) mempunyas tugas
2 Memb kepals dacrah me kan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini mesyarakat
b. Memfasilitasi hubungan kerja entara FKDM dengan Pemenintah Doserah dalam  memelihara
kewnspadaan dini masyarakat
Keanggotaan Dewan Penaschat FKDM Kabupaten Daini schagaimana dimaksud pada syat (1) ditetapkan
vlch Bupati Dairi dengan susunnn keanggolnan -
o  Ketua ¢ Wakil Bupab Dain,
Wakil ketua  ©  Asisten Tata Praja,
b, Sekretans © Kepala Lembaga/l yang idangi K Bangsa Kabup Dain,
c Anggota © = Kepolisian Resor Dain;
- Komuando Disink Militer 0206 Dain,
- Kejaksaan Negeri Sidikalang,
Pos Daerah Badan Intelijen Negara,
- Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Dairi;
Kantor Ketertiban Umum Kabupaten Dain;
- Kepala Kantor Kependududukan dan Catatan Sipil.
d. Staf Sekretariat : Staf Lembaga/l 3 yang, bidangi k baggsa dan instansi terkait.
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(4} MKeanggotaan Dewan i hat FKOM Kec b, diniaksud pada ayat (1) dictapkan olch
Bupati Dain dengan susunan keangyotan
a Ketua : Camat,
b. Wakil Kerua  © Kasi Pemenntshan Kecamatan,
c. Sekretans : Sekretaris Kecamatui,
d Anggota - Danrmmil/Kepala Pos Danramil Kecamatan,
Kapolsek/asu Kepala Pos Polisi,
Kepoln Puskesmas b ecamntan,
Kepala Sckolah SLTA dan SLTP.

(5) Keanggotnan Dzwan Penaschat FKDM Desa/Kelurahan cebagaimenn dimeksud pada syat (1) dictapkan
oleh camat dengan susunan keanggotaan

o Ketus . Kepala Desa/Lurah;
Wakil Ketua . Kaur P intahan DesaKelural
b. Seckretans . Sekretmis Desa/Lurah,
c Anggota - Kepala Sckolah Dasar Negeri dan atau Swasta,
Satgas. Hansip Desa,
Unsur Perpolisian Masyarakat,

Agparatur Pemeninteh yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan
BAB IV

PENUGA'VASAN DAN PELAPORAN

Pusanl 11

upan melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah  instansi terkait di Kabupaten Dari

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pemb penyclenggaraan k padaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten Dain
dilaporkan oleh Bupati kepada Gubemur dengan tembusan kepada Menteni hourdinator Polink, Hukum
dui Keamanan, Menteri  Dalam Negen, Menteri Perishanan, Kepale Kepolisian Negarn Republik
Indonesis, Kepala Badai Intelijen Negara, serta pimpinan dacrah Provinsi,

(2) Laporan sebapmmans dimaksud pada syat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan
Junuan dan Juli, dan sewakiu-wakiu jiko dipandang perlu

(1) Dalam keadsan mendesak, mekanisme pelaporan schagnimana dimaksud pads aynt (1) dan (2) dapat
disampnikan secarn lisan scrta doapat mclumpiui forneki yong ada. dongin ketentuan - tetap seger
menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB vV
PENDANAAN

Pasal 13

Pendannan  penyelengyeraan kewaspadaan dim masyarakai dibcbankan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah dan sumber lain yang sah
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang:an.

Ager setinp orang mengetahuinys, meme=rintahken pengundangan Peraturan Bupeti ini dengan penempatannys
dalam Berita Dacrah Kabupaten Dairi. ° . '

Ditetapken di Sidikalaig

pada tenggal 3  Agustus 2006

BUPATI DAIRI,

M.P, TUMANGGOR

Diundangker: di Sidikalang

pada tanggal 4/ Agustus 2006

SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN DAIRL

BUNGARAN SINAGA

NIP.010073954

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR _.. 06
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